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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan dari hasil uraian penelitian dan analisa yang telah dilakukan, maka dapat
diperoleh suatu kesimpulan dari permasalahan yang ada yaitu :

1. Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga Negara yang bebas dan mandiri
mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Negara,
hal ini termuat dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan BPK sebagaimana diatur dalam Pasal 4
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, terbagi
atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan
tertentu. Hasil dari pemeriksaan keuangan berupa opini yang meliputi 4 opini, yakni :

a. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian
Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP adalah pendapat pemeriksaan \
laporan keuangan yang diperiksa itu telah menyajikan secara wajar apa yang
telah dilaporkan dalam laporan keuangannya

b. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian
Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah pendapat pemeriksaan
bahwa laporan keuangan yang diperiksa telah menunjukan laporan yang
wajar dengan beberapa pengecualian.

c. Tidak Memberikan Pendapat
Pemeriksa memberikan pendapat ini, karena ketidaklengkapan dan

ketidakjelasan dokumen yang mendukung disiapkannya laporan keuangan
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tersebut. Pemeriksa/auditor tidak mempunyai keyakinan untuk menilai
kewajaran laporan keuangan yang diaudit.
d.  Pendapat "Tidak Wajar” ( Adverse opinion)
Pemeriksa memberikan pendapat “tidak wajar”, karena berdasarkan dokumen
yang ditemukan dalam menyusun laporan keuangan, ternyata laporan
keuangan yang telah disusun, tidak memenuhi kaidah-kaidah yang diharuskan
dalam penyusunan laporan keuangan atau dengan kata lain, laporan keuangan
yang diaudit tidak disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa pelaksanaan pemeriksaan yang
dilakukan oleh BPK Perwakilan DIY sudah berjalan optimal hal ini dibuktikan
dengan mekanisme pelaksanaan pemeriksaan yang sesuai dengan peraturan dan
standar pemeriksaan pengelolaan keuangan Negara, selain itu hasil dari pemeriksaan
yang berupa laporan hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan keuangan Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2012
menunjukkan bahwa BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan
Paragraf Penjelas. Berdasarkan pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2012
Kabupaten Sleman menyajikan secara wajar dalam semua hal. Penjelasan yang perlu
mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Sleman adalah penggunaan langsung
penerimaan unit produksi Sekolah Menengah Kejuruan sebagai belanja meningkat
dari TA 2011 sebanyak 2 penjelasan yaitu mengenai Investasi Non Permanen belum
disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan dan Pemerintah

Kabupaten Sleman belum melakukan penyusutan atas Aset Tetap.
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2. Pelaksanaan tugas pemeriksaan BPK selama ini dirasakan baik oleh internal BPK
sendiri maupun masyarakat belum dapat berjalan secara maksimal. Beberapa
kelemahan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan BPK, antara lain :

a. Hari pemeriksaan yang tidak disesuaikan dengan kompleksitas dan besar
anggaran dari auditee yang diperiksa.
b. Jumlah pemeriksa yang tidak disesuaikan dengan kompleksitas dan besar
anggaran dari auditee auditee yang diperiksa.
c. Kurangnya tenaga pemeriksa.
d. Biaya pemeriksaan yang kadang kala tidak bisa mengakomodir pengeluaran yang
tidak dianggarkan terlebih dahulu.
Dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, BPK juga mengalami kendala yang
menghambat pelaksanaan pemeriksaan. Terkait dengan faktor-faktor yang menjadi
hambatan BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan ada 2 (dua) faktor, yaitu :
1) Faktor Internal, meliputi :
a) Terbatasnya sumber daya pemeriksa yang dimiliki:
b) Terbatasnya waktu pemeriksaan;
c) Terbatasnya anggaran pemeriksaan.
2) Faktor Eksternal, meliputi :
a) Auditee (pihak yang diperiksa) tidak/kurang mau bekerjasama;
b) Dokumen pemeriksaan yang susah/tidak bisa diperoleh, baik karena hilang,
rusak maupun karena memang auditee yang sengaja tidak mau

menyerahkan dokumen;
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c) Adanya peraturan perundang-undangan yang menghambat pemeriksaan,
seperti peraturan terkait kerahasiaan bank dan terkait pemeriksaan pajak;

d) Hasil pemeriksaan BPK tidak ditindaklanjuti atau dimanfaatkan;

e) Lokasi tempat pemeriksaan yang jauh dan susah ditempuh.

Kendala dalam proses pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah adalah :

a) Ketiadaan standar audit yang menimbulkan gap antara auditor (BPK)
dengan auditee (pemda).

b) Akibat adanya gap antara auditor (BPK) dengan auditee (pemda)
menimbulkan pemahaman bahwa audit dilakukan untuk menguji
“kebenaran” bukan “kewajaran”

3. Pemaparan faktor-faktor yang menjadi kendala tersebut, diupayakan suatu solusi
dalam mengalami kendala-kendala dalam melakukan pemeriksaan. Upaya-upaya
yang dilakukan adalah :

a. Menggunakan pendekatan e-audit dalam melaksanakan pemeriksaan. e-Audit
merupakan suatu metode pemeriksaan yang memanfaatkan sinergi antara sistem
informasi internal BPK RI (e-BPK) dengan sistem informasi internal milik entitas
pemeriksaan (e-Auditee) dimana sinergi ini membentuk sebuah komunikasi data
secara online antara e-BPK dengan e-Auditee yang secara sistematis membentuk
pusat data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di BPK.

b. Menggunakan tenaga pemeriksa dari Perwakilan lain atau kantor pusat yang pada
saat yang bersamaan sedang tidak melaksanakan tugas pemeriksaan.

c. Proses penganggaran biaya pemeriksaan lebih terencana.

d. Penerapan metode management letter.
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B. Saran

1. Fungsi pemeriksaan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK selama
ini perlu beberapa pembenahan, diantaranya waktu pemeriksaan, tenaga pemeriksa,
dan keterkaitan peraturan perundang-undangan lain terhadap proses pemeriksaan
pengelolaan keuangan negara. Pada proses pemeriksaan seringkali terhambat oleh
faktor undang-undang, hal ini seakan “membatasi” kewenangan BPK dalam
memeriksa pengelolaan keuangan negara. Pada hakekatnya tidak ada lagi undang-
undang yang membatasi kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan. Dalam hal
tindak lanjut pemeriksaan komunikasi antara BPK dan pihak terkait haruslah tetap
terjalin dengan baik, mengingat hasil pemeriksaan BPK baik yang berupa temuan
kerugian maupun saran/rekomendasi haruslah segera diproses untuk memperoleh
hasil final.

2. Berdasarkan kendala yang dihadapi oleh BPK dalam melakukan pemeriksaan, dapat
diberikan saran sebagai berikut :

a. Dalam rangka mengatasi minimnya jumlah pemeriksa, BPK sebaiknya memilih dan
merekrut tenaga pemeriksa didasarkan atas tingkat kebutuhan dalam proses
pemeriksaan. Perekrutan tenaga pemeriksa oleh BPK dibuktikan dengan
berpedoman pada kemampuan calon tenaga pemeriksa.

b. Perlu dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang Keuangan
Negara dan pemeriksaan Keuangan Negara. Hal ini menyangkut kewenangan BPK
dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara yang dibatasi oleh beberapa

undang-undang.
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Berkaitan dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan, apabila pejabat yang diserahi
hasil pemeriksaan tidak melakukan tindak lanjut sesuai dengan prosedur maka
pejabat tersebut dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan yang tercantum dalam
UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara.

Komunikasi antara pameriksa (BPK) dan auditee, serta dinas-dinas terkait harus
terjalin dengan baik, mengingat proses pemeriksaan adalah suatu sistem yang tidak
dapat dilakukan sendiri, serta hasil pemeriksaan yang diberikan oleh BPK haruslah
ditindaklanjuti oleh pejabat yang diserahi hasil pemeriksaan oleh karena itu perlu
komunikasi olen BPK dengan pihak tersebut.

Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara dengan bekerjasama
dengan pihak/dinas terkait (KPK) baik dalam proses pemeriksaan maupun proses
pengawasan pengelolaan keuangan negara, tanpa mengurangi independensi
masing-masing.

Terkait dengan standar pemeriksaan, semestinya standar pemeriksaan diterbitkan
profesi (bukan pemeriksa) agar tidak gap antara auditor (BPK) dengan auditee
(pihak yang diperiksa). Gap dimaksud berupa
persepsi auditee bahwa auditor melakukan audit dengan hak prerogatif berupa
UUD 1945 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, karena dengan persepsi tersebut,
nuansa yang berkembang di kedua belah pihak (auditor dan auditee) adalah
pemahaman bahwa audit dilakukan untuk menguji ‘kebenaran’ (bukan kewajaran)

laporan keuangan pemerintah daerah.
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